LALU LINTAS – PENETAPAN KELAS JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS 
2011
PERDA KABUPATEN PASAMAN NOMOR 7 TAHUN 2011, LD KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2011

NOMOR 7: 15 HAL 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KELAS JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
· Bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan Nagari, dimana untuk ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas perlu adanya penegasan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
· Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dirasa perlu diatur dan ditetapkan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

· Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
· Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
· Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
· Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
· Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
· Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
· Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
· Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
· Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
· Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
· Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.  
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

· Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
· Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan;
· Pengaturan Lalu Lintas;
· Pengawasan Lalu Lintas;
· Penyidikan;
· Ketentuan Pidana.
STATUS 
:
· Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
· Diundangkan pada tanggal ...................
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